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spek Ekonomi Riau
masuki Alaf Baru

(FROYEKSIKAN perkembangan perkonomian
‘éinasuki alaf baru(millenium ketiga) dihadapkan pada
1p2 kendala yang substantif terkait dengan data. Pada
%5, ddak dapat dijamin sejauh mana akurasi data dan
1s01va, mengingat berbagai gejolak pada masa sebelum
4at krisis. Akibatnya komitmen terhadap data
irakan merosot pula.
zamati kondisi yang ada, paling tidak, saat ini yang
..... cukan hanyalah membuat prediksi jangka pendek
\engacu pada gejala-gejala dinamika ekonomi jangka
5oA 1la Bagaimanapun, data statistik yang dikeluarkan
ctupakan acuan yang paling mungkm digunakan. Oleh
itu, prediksi ekonomi ini didasarkan pada asumsi-
vang digunakannya.
iacangan ekonomi Indonesia akibat merosotnya nilai
rupiah memberi warna suram bagi tumbuhnya
nomian Riau. Dua dari sektor unggulan perekono-
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«1 Hiau terbabat habis. Sektor industri yang kontribusinya
neapai 30,75 persen sebelum krisis, tumbuhnya sebesar
75 persen. Pada saat pra krisis, pertumbuhannya merosot
niadi hanya 8,64 persen. Sedangkan pada saat pasca krisis,
19 secara tajam menjadi minus 4,21 persen.

K ecadaan ini terjadi karena industri di Riau pada
umnya padat modal dan banyak menggunakan produk
»ot. Peran industri kecil dalam menembus pasar asing
sih relatif kecil mengingat orientasi pasar mercka lebih
1vak ke pasar dalam negeri. Sedangkan industri besar
operasi dengan biaya ekonomi yang cukup tinggi,
ihoga koreksi terhadap pendapatan bersinerji dengan
mbengkaknya biaya produksi menyebabkan sektor
ustrd sulit untuk bangkit dalam jangka pendek.

%lemasuki alaf baru nanti, perkembangan sektor industri
sih sangat tergantung pada membaiknya kondisi makro
‘iomi Indonesia. Tingkat bunga pinjaman yang masih
;¢ dan kisaran nilai tukar yang belum stabil, menye-
kan investor sulit menggerakkan ekonomi di sektor
ustrl. Pilihan yang paling mungkin adalah mengem-
igkan industri hilir sektor pertanian, meskipun dalam
la ckonomi yang relatif kecil.

Dalam hubungan ini, pemerintah harus memilih
rmditas-komoditas yang memiliki nilai komparatif dan
madukan pembinaan ke arah mutu (kualitas), agar pro-
- claerah dapat dipasarkan secara global untuk menunjang
»ukanya lapangan usaha dan kesempatan kerja baru.

Scktor perdagangan, meskipun masih terkoreksi cukup
0 sehingga pada masa pasca krisis hanya mampu
ibuh sebesar 0,40 persen, memasuki awal alaf baru



‘stang diperkirakan akan menunjukkan gejala yang
baik. Sistem tata niaga yang sebelum ini amburadul
saclai krisis ekonomi, diperkirakan mulai akan mene-
o kembali formatnya. Namun demikian, pertum-
iiya akan tetap lambat karena banyak faktor eksternal
empengaruhinya.
lemperbaiki sektor perdagangan ini akan memberi
ng bagi bergeraknya sektor lain, seperti jasa dan
stan. Hanya saja kenaikan tarif angkutan yang
canakan diberlakukan pada tahun 2000 mendatang
memukul kembali sektor perdagangan karena
sengkaknya harga jual. Sementara itu, daya beli
irakat belum menunjukkan perbaikan yang berarti.
¢inudian, sektor pertanian yang selama krisis ekonomi
menunjukkan booming. Ini, justru akan menunjukkan
pertumbuban yang melambat. Selama ini, pertanian
sangat monokultur dan sangat banyak dikuasai para
buru rente” yang berinvestasi dengan mengandalkan
j2an birokrasi.
‘©wasa ini berbagai kasus di sektor perkebunan justru
ul, yang diperkirakan akan membawa dampak pada
a sektor ini. Berbagai kelompok masyarakat yang
2 1ni merasa hak dan marwahnya dirampas oleh
72 perusahaan perkebunan melakukan perlawanan
icrorganisir. Perlawanan rakyat petani ini jelas akan
»erikan sumbangan yang negatif pada sektor perta-
i masa yang akan datang,
engingat banyaknya masyarakat yang hidup di sektor
ian, pemerintah hendaknya lebih progresif untuk
cinbangkan pertanian rakyat berdasarkan konsep
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wilayahan. Ini penting, untuk melahirkan diversivikasi
1l produksi pertanian yang memiliki nilai jual
rnasional. Keterkaitan fungsional antar struktur industri
. pertanian harus diarahkan pada komoditas yang erat
1gan kehidupan masyarakat dan mempunyai peluang
ar yang baik.

Sektor keuangan dan perbankan di awal alaf baru
ndatang masih akan menunjukkan wajah yang suram.
ara nasional, belum tuntasnya berbagai kasus perbankan
nyvebabkan sektor ini sulit menemukan jati dirinya
nbali. Sementara isu-isu Y2K sedikit banyak menyebab-
4rus dana perbankan akan mengalami defisit. Prinsip
1iti-hatian masih akan tercermin dari dunia perbankan
lonesia yang dengan sendirinya akan menyulitkan
geraknya sektor riil. Fungsi institusi perbankan sebagai
rediatry business belam akan berjalan normal.

Pada sisi lain, isu kenaikan tarif listrik untuk mengurangi
4icli telah menimbulkan reaksi yang kurang positif bagi
aku ekonomi. Mereka mulai melakukan ancang-ancang
uk mengamankan bisnisnya dengan menaikkan harga
u melakukan efesiensi yang tidak scarah dengan
yutuhan perbaikan ekonomi secara makro. Masyarakat
1 dlaya belinya sudah sangat rendah, menanggapinya
ican skeptis dan bahkan dapat memicu kerawanan sosial
& justru sangat kontradiktif dengan perbaikan upaya
nomi secara keseluruhan.

Sccara umum, perekonomian Riau pada awal alaf baru
»at saja mengalami perbaikan. Hanya saja, untuk itu diper-
a1 beberapa persyaratan yang justru berada di luar ta-
an perekonomian itu sendiri. Pertama, sangat dibutuhkan



<onsensus antar struktur masyarakat yang difasilitasi
semerintah. Pernik-pernik kerawanan sosial sudah
mengemuka, baik di perkotaan maupun di pedesaan.
siini tentunya sangat merugikan upaya perbaikan
i1 Riau ke depan.
dak satu kelompok masyarakatpun yang akan
ngkan, jika kerusuhan sosial terjadi di Riau mengingat
danya satu kelompok masyarakatpun yang memiliki
an yang dominan. Tanpa adanya konsensus yang
‘bagi perkembangan Riau secara bersama tidak akan
leh format perbaikan ekonomi yang jelas.
#e11, kesuksesan melalui pemilu lokal akan sangat besar
. bagi tercapainya stabilitas kehidupan masyarakat di
151 Riau. Oleh karena itu, penyelenggaraan pemilu
cclikit banyak akan memberi warna tersendiri bagi
nHangan perekonomian di wilayah ini, khususnya para
ot yang akan menanamkan modalnya di wilayah
aren yang baru.
#zz, kepastian tentang otonomisasi, baik pelaksanaan
¢ yang sudah ada sekarang, maupun reformasi ke arah
vang lebih menjamin pelaksanaan otonomi daerah
dirl. Semakin otonom suatu daerah maka semakin
<in diupayakan perbaikan ekonomi wilayah itu. Ini
perekonomian Riau akan sangat dipengaruhi oleh
tensi dan konsekuensi pemerintah pusat tentang
misasi.
rukbir, melihat perkembangan kawasan Asia yang
membaik, maka diharapkan memberi pengaruh pada
aiknya perekonomian Riau. Ini dapat terjadi, bila
takat Riau dapat diajak secara positif untuk
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1ngkap peluang-peluang tersebut. Bila tidak, justru yang
o muncul adalah proses kemiskinan tahap kedua yang
sekuensi logisnya, tentu lebih parah dari apa yang selama
cialami masyarakat Riau.

Bagaimana cara terbaik melakukan ini adalah dengan
akukan konsolidasi proses pelaksanaan pembangunan
alui reformasi dalam perencanaan pembangunan,
1ksanaan pembangunan, dan pengawasannya.***
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omena Politik dan
spek Ekonomi Riau 2001 (1)

IS campang mereka-reka apa yang akan terjadi di Riau
tthun pertama alaf baru. Variabilitas faktor yang
cngaruhinya sangat heterogen dengan guncangan
sangat cepat. Pendekatan yang paling mungkin
tan adalah menelaah beberapa fenomena yag terjadi
\kchir ini, baik politik maupun ekonomi, pada tingkat
, nasional, dan pada skala lokal.

nyak ruang -ruang yang mencerminkan wajah pesimis,
ngat berbagai peristiwa yang tejadi sebelum ini

1jukkan makin parahnya penyakit bangsa sehingga sulit

smbkan. Namun, ruang yang tersisa untuk berbenah

ap saja ada. Asal dimanfaatkan secara optimal, wajah
ukan tidak mungkin akan memantul secara apik.

nena Global
1kal ada perbaikan dalam perekonomian secara glo-
jalan dengan membaiknya perekonomian negara-
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ara industri, khususnya Amersika Serikat. Meskipun
lvapai bursa saham yang menjadi barometer ekonomi
i, khususnya New York Stock Exchange, mengalami bearrs,
nun dengan penurunan suku bungan FED sampai dua

tclah mampu menggairahkan bursa saham tersebut.

©5lobalisasi sebagai suatu sistem yang internasional yang
4 memberikan peluang untuk menstimulus gerakan
ckonomian. Banyak orang dapat mereguk kenikmatan
ar bebas, perlindungan hak azazi manu sia, dan konsep
nakmuran bersama. Meningkatnya interdefedansi
nomi memberi ruang gerak terselenggaranya proses
nokrasi, dan keinginan untuk hidup damai yang saling
nzuntungkan. Hanya saja, hubungan antar negara masih
. 2kan diselimuti oleh fenomena klasik yang bertumpu
14 keterkaitan antar potensi kekuatan, walaupun
stuknya berubah dari bersifat tradisional kepada adu
‘mtan modernisasi.

Indonesia tentunya harus berjuang keras meningkatkan
1 percaya antar sesama bangsa di dunia.So/ karir Gus
r ke manca negara belum mem berikan arti positif bagi
1buhnya kepercayaan asing. Dalam skala regional malah
2cli gesekan-gesekan, seperti timbulnya kesalahpahaman
1gan pemerintah Singapura yang dapat mengganggu
ahorasi ckonomi antara kedua negara.

B.\gi Riau, fenomena ini merupakan variabel
wwranggu yang yang cukup signifikan. Singapura
rupakan pusat pertumbuhan ekonomi di Asia dan pintu
bang lalu lintas modal mancanegara. Melalui otonomi
-¢ah sebenarnya Riau memiliki kesempatan untuk
njalin hubungna bilateral yang lebih baik dengan



oura. Akibat gesekan-gesekan tadi kesempatan itu

renggelam dengan sia-sia.
iomena ASEAN sendiri akhir-akhir ini memunculkan

lan kredibilitas dan relevansi hubungan kerjasamanya
ipicu oleh krisis ekonomi, problema domestik negara-
vanggota, aspek tradisi ASEAN. Termasuk sulitnya
-mbangkan ASEAN secara institusional. Skandal

¢n Filipina dan amburadulnya manajemen peme-
an Indonesia semakin mempersulit ditemukannya
vang manjur bagi pemulihan kerjasama ASEAN.
z-masing negara lebih disibukkan oleh masalah dalam
vang kian pelik, sehingga upaya menjalin kerjasama

-ged kurang memiliki daya dukung positif.

nena Nasional

¢sulitan mempertajam prioritas pemulihan ekonomi
J1iesia tidak saja bersumber dari aspek ekonomi tetapi
ncrambah menjadi persoalan multi krisis. Meskipun
1pa indikator ekonomi menunjukkan gejala yang
aik, ke depan tidak diharapkan terjadi hal yang serupa.
upiah yang terperosok menimbulkan rasa cemas bagi
ihan ekonomi Indonesia.

151 rakyat yang bergerak di sektor pertanian
toya nilai rupiah justru memberikan berkah dengan
2 harga komoditas mereka. Bila tidak terdistorsi oleh
2 pasar yang cenderung berprilaku monopsoni nilai
" yang dapat diterima petani Riau akan lebih besar
¢ depan, mengatasi bentuk pasar kolusi-oligopsonis ini
di pasar persaingan yang schat dalam komoditas
1an seharusnya diprioritaskan instansi terkait. Bila
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17 saja hanya ada dua perusahaan eksportir CPO akan
a7 tasa sulit mengangkat kesejahteraan para petani.

Pada satu sisi, kepercayaan masyarakat tidak mungkin
inbuhkan bila nilai tukar rupiah tetap mengalami
nérosotan, khususnya bagi mereka yang bergerak di
tor industri. Walaupun ada geliat naiknya daya beli
svarakat petani, tetapi tidak dapat diandal kan untuk
mpercepat pemulihan ekonomi. Bertopang pada daya
ongz konsumsi untuk menggairahkan eko nomi lebih
an tanpa didukung kemampuan berinvestasi.

f.emampuan Indonesia untuk mengantisipasi para
linlan sangat mandul, baik secara politik maupun secara
nomi. Berbagai kebijakan ekonomi yang dicanangkan
nerintah masih terkesan amburadul dan kurang menyen-
persoalan dasar yang dihadapi bangsa. Koordinasi antara
a4 pengambil kebijakan nampaknya belum solid sehingga
aran yang ingin dicapainya terkesan kurang memenuhi
et

Pada skala mikro banyak institusi bisnis yang mengalami
'mpahan sehingga roda perekonomian sektor riil sulit
gkatkan percepatannya. Justru dalam permainannya
nunjukkan gejala-gejala yang kurang sehat sejalan dengan
1ahnya sistem hukum negara. Berbagai institusi ekonomi
(& bersifat strategis menunjukkan masalah-masalah yang
.k kunjung berakhir. Gonjang-ganjing yang terjadi di BI,
sendatnya restrukturisasi BUMN, dan belum tersele-
<annya kasus KIKKN pada beberapa institusi bisnis yang
clola negara menghadang upaya-upaya dalam mengem-
ikan kredibilitas pemerintah di mata masyarakat. Wajah
wam perbaikan ekonomi dieubiti pula oleh fenomena
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- yang cenderung mengedepankan budaya partisan
lompok. Persoalan-persoalan bangsa yang seharusnya
diutamakan menjadi terpinggirkan oleh perilaku-
«u politik yang mengedepankan pembenaran

tingan kelompok dan menonjolkan supremasi massa.

inan menegakkan supremasi hukumsebagai prasyarat
zlemokratisasi dan prilaku ekonomi yang adil tidak
Hitkan.

:rlarut-larutnya persoalan pemilihan ketua MA.
in rnemperuncing hubungan legislatif dan eksekutif,
Iommy Suharto, skandal Buloggate, dan Bruneigate,
lan Aceh dan Irian, kasus peledakan bom di beberapa
1 indonesia, dan beberapa kasus lainnya yang akhirnya
unipai akhir tahun 2000 belum dapat dituntaskan, akan
«di faktor penghambat bagi terselenggaranya
iisme ekonomi yang mulus.

tsoalan politik dan hukum menjadi semakin rumit
¢arai dengan berbagai produk hukum yang lahir pada
' Orba karena substansinya memang tidak menge-
«an kepentingan bangsa. Orientasinya lebih mengede-
n kepentingan Suharto dan rezimnya. Anehnya,
« hukum yang ditelurkan pada akhir-akhir ini belum
.encerminkan kedewasaan berbangsa dan bernegara.
sngan politik partisan dan kelompok masih sarat
nainya. Kesadaran untuk mengedepankan kepen-
1+ rakyat masih tipis, sehingga cukup sulit
ormulasikan produk-produk hukum dan kebijakan
renyah” atau sehat bagi masyarakat. ***
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-nomena Politik dan
‘ospek Ekonomi Riau 2001 (2)

.NOMENA politik nasional yang akan sangat
ipengaruhi proses pemberdayaan masyarakat di daerah,
isusnya Riau adalah keseriusan pemerintah pusat dalam
\aksanakan otonomi daerah. Masih banyak aturan
aksanaan dari UU No. 22 dan UU No. 25 tahun 1999
i harus dibuat agar otonomi dapat berjalan mulus.
angnya, tarik-menarik antara pemerintah pusat dengan
»entingan daerah dan ego departemen sektoral menjadi
\clala memuluskan implementasinya. Kekhawatiran pusat
hadap daerah dijadikan kambing hitam untuk
ngacaukan pelaksanaan otonomi daerah itu sendiri dalam
 vang sesungguhnya.

\lelemahkan legitimasi terhadap pemerintahan Gus Dur
1t adanya kebijakan dan perilaku politiknya menambah
't penerapan otonomi secara baik. Tanpa perubahan gaya
»emimpinan Gus Dur persoalan-persoalan bangsa ke
san akan tetap terselimuti kekisruhan.
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riena Lokal
nomena politik di Riau juga belum searah dengan
nan memberdayakan rakyat. Pada beberapa
aten dan kota yang baru dimekarkan nuansa wacana
rengemuka adalah permasalahan anggota dewan dan
tan bupati definitif. Belum lahir upaya antisipasi
mi daerah yang sehat untuk kepentingan bersama.
s1ini memberikan peluang munculnya tindak korupsi
enyvelewengan aparat birokrasi karena kontrol
rakat yang lemah melalui DPRD.
«a level provinsi amat disayangkan beberapa perilaku
rang ditampilkan DPRD sangat melukai hati rakyat,
| kasus pengkaplingan anggaran untuk kepentingan
satan anggota DPRD yang demikian fantastis, usaha
iiganan kantor yang mematok anggaran mencapai
miliar (diduga pula ada mark up dalam masalah ini).
suk penyediaan fasilitas transportasi mobil dinas yang
112 cukup mencengangkan. Bahkan pada akhir-akhir
‘tbak lagi kasus koperasi tameng yang digunakan untuk
apling lahan sawit.
khawatirkan perilaku-perilaku seperti ini akan
nbes pada DPRD di tingkat kabupaten/kota.
nya sudah mulai kelihatan dan upaya pencegahannya
sylit karena kontrol dari masyarakat belum dapat
»uhkan secara konstruktif. Supremasi massa akhirnya
i1 perjuangan rakyat dan hasilnya tidak produktif bagi
2 demokrasi yang sehat.
da akhirnya perjuangan masyarakat Riau menjadi
: solid dan terpolarisasi satu sama lain. Keadaan ini
libuktikan dengan gagalnya perjuangan CPP Block,
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a0 bangan pasir laut, hutan kemasyarakatan, UU Migas,

fiasil SDA yang lebih adil, dan banyak lagi kesewenang-
angan pemerintah pusat yang seharusnya dieliminir
kipun tidak harus meneriakkan “Riau Merdeka”.

“cnomena politik lain yang cukup pelik dihadapi adalah
acutnya perseteruan politik di Kepri. Diharapkan
oan pelantikan Huzrin Hood sebagai bupati Kepri
va penyelesaian politik di wilayah itu dapat ditangani
oan baik. Mempersatukan kembali perjuangan rakyat
»ri dengan seluruh rakyat Riau lainnya tentunya akan
h solid ketimbang terpecah belah. Jiwa besar Huzrin
d setelah untuk lebih mengedepankan kepentingan Riau
212 keseluruhan akan merupakan ujian awal
crhasilannya ke depan.

1 lit politik di Kepri maupun dalam level provinsi harus
» mengedepankan upaya mengatasi rusaknya terumbu
1 oleh lubang-lubang penambangan pasir, tercemarnya
10 budidaya rumput laut, berkurangnya hasil tangkapan
iyan, rendahnya kualitas SDM, kurangnya infrastruktur
\vanan masyarakat. termasuk masalah-masalah klasik lain
o sulit diungkit dan selama ini membelenggu masyarakat.
nsformasi struktural tanpa adanya tranformasi budaya
o menjadi sia-sia. Inilah yang mestinya didahulukan
ifibang terjebak oleh perseteruan kelompok yang tidak
duktif.

»spek Ekonomi Riau

Dalam kegalauan politik seperti di atas; masih adakah
1 bagi Riau untuk maju dan berkembang dari aspek
ynomi di tahun ini? Jawaban pertanyaan ini akan sangat



tung dari dari kepiawaian Riau memanfaatkan mo-
i desentralisasi fiskal. Pada tahun 2001 sejalan dengan
lementasikannya otonomi daerah Riau dapat
«an ketiban rezeki anggaran.

Berapa sektor yang akan mengalami perkem bangan
charusnya adalah sektor bangunan, perdagangan, dan
munikasi. Pemerintah harus menitikberatkan
nunannya pada perbaikan infrastruktur. Kebijakan
1 membuka peluang bisnis konstruksi yang amat
Dua sisi dengan sendirinya akan terangkat, yakni
ruktur daerah dan pengusaha lokal. Perbaikan sektor
munikasi dan listrik. Perkembangan sektor
ostasi, listrik, dan telekomunikasi akan mendorong
nBuhan sektor perdagangan. Dipicu oleh adanya
ihan para pegawai ke wilayah kabupaten Sinergi
iong perkembangan perdagangan menjadi
1bah. Selanjutnya sektor pertanian, khususnya
lan tanaman pangan, peternakan, dan perikanan di
' zkan terpacu pula untuk tumbuh.

-ngan berkembangnya sektor transportasi dan
ruktur memberi peluang semakin lancarnya lalu lintas
g. Komoditas unggulan masyarakat dapat
bangkan sebagai andalan ekspor. Bila pemerintah
\Eonsisten untuk mengalokasikan 20 % dari APBD
pengembangan ekonomi rakyat, maka kemampuan
1+ untuk tumbuh dan berkembang atas dasar
“hzan masyarakat akan semakin mulus. Bidang lain
akal marak adalah perbankan bidang pendidikan.
nan untuk meningkatkan SDM Riau merupakan
1 utama berkembangnya dunia pendidikan di Riau.
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estasi pemerintah dalam bidang ini dapat memacu
*stasi swasta ke arah itu.

5ila indikator-indikator di atas dapat berjalan secara
02l diperkirakan perekonomian Riau pada tahun 2001
4t tumbuh mencapai 7-8 persen. Sebenarnya
tumbuhan dapat lebih tinggi, tetapi mengingat bakal
nva distorsi di tingkat lokal dan dorongan pertumbuhan
Iy didominasi oleh faktor konsumsi dan pengeluaran
rerintah. Kekhawatiran yang perlu diwaspadai adalah
1ya uang dari Riau akibat pemerintah dan masyarakat
icomampu meman faatkan momentum desentralisasi
4l secara optimal dan konstruktif. Apalagi bila DPRD
- snampu menjalankan fungsi kontrol masyarakat secara
icn dan efektif. Jangan sampailah***



2N 2000: Implikasi
lecehan” Riau

'PAK naiknya harga minyak dari 18 dolar AS
dfinana diasumsikan dalam APBN 2000 menjadi 20
A5 per barrel memberikan tambahan penerimaan
1 scbesar Rp. 2,4 triliun. Jumlah itu tentunya akan lebih
'ka harga minyak dapat lebih tinggi. Di pasar
2sional, justru harga tersebut sudah mendekati angka
lar AS per barrelnya. Pemerintah dengan sendirinya
melakukan revisi APBN 2000 dengan mengubah
241 asumsi yang dipakai sebelumnya.
w2 ahli menilai, revisi dilakukan pemerintah jangan
a* rerperangkap pada penggunaan yang tidak
1%, Tambahan dana ekstra itu, sebaiknya digunakan
sektor yang mampu memberikan efek stimulasi
1, bukan untuk subsidi. Bentuknya dapat berupa
< padat karya pembangunan infrastruktur yang saat
24t memprihatinkan terutama di berbagai daerah di

wa.
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Alokasi dana untuk subsidi BBM ini hanya akan
suntungkan Jawa. Sebab, pemakai BBM terbesar ada
a1 Jawa. Jumlah mobil di Jakarta saja mungkin sudah
capai 65 % dari seluruh jumlah mobil yang ada di In-
-4i2. Jadi, dengan pemanfaatan dana untuk subsidi
narnya daerah telah memberikan subsidi pada pusat.
»tirbanan itu, tentunya kurang signifikan, jika didekati
»4n semangat otonomisasi yang sedang berdengung
na nn.

\emperhatikan rancangan APBN 2000 yang disusun
‘erintah pusat sebenarnya terdapat “pelecehan”
idap daerah secara konkret dan terlembaga. Riau
2l penghasil minyak terbesar, hanya kebagian jatah
s4r Rp. 821 miliar. Bagi pejabat yang rada memble di
i, jumlah itu dianggap fantastis. Namun, bila diamati
vang seharusnya diterima oleh Riau, jumlah tersebut
4t renyakitkan hati nurani rakyat. Meningkatnya jumlah
garan pembangunan untuk Riau memang perlu
uskuri. Namun, apabila peningkatan itu tidak pada
sorsi yang seharusnya, tentunya Pemda dan masyarakat
: harus dengan gigih mempertanyakan pada pemerintah

Alokasi dana pembangunan kabupaten/kota (DPKK)
imanggaran 2000 terdiri atas dua kelompok, yakni Dana
izzsi Umum(DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK).
12 /\lokasi Umum terdiri atas empat komponen. Pertama,
2 perkapita sebesar Rp. 8.850 per kapita dengan dana
imum sebesar Rp. 2,0 miliar per kabupaten/kota. Kedua,
+ menurut luas wilayah sebesar Rp 45.000 per KM2.
2#, dana untuk kabupaten/kota kepulauan bernama dan



1ghuni. Keempat, dana tambahan tingkat pendapatan
ytensi daerah.

‘rdlasarkan pendekatan perhitungan tadilah, maka
;arkan oleh Bappenas dan Depkeu untuk Riau pada
2000 mendatang kebagian jatah sebesar Rp. 821 miliar.
1 tersebut diperuntukkan bagi alokasi dana umum
aten/kota sebesar Rp. 548.122.480 juta atau sebesar

o, sedangkan sisanya sebesar Rp. 272.877,952 juta,

| di provinsi/Dati 1.

rsolannya sekarang adalah layak tidaknya Riau

¢roleh anggaran sebesar itu, khususnya untuk dana
' umum ke kabupaten/kota? Dalam hubung an ini,
nva dan yang diancarkan untuk Kepulauan Riau,
19, dan Natuna. Dalam pendekatan penghitungan
zunakan Bappenas selain pendekatan penduduk dan
lavah, juga diadakan pendekatan jumlah pulau. Entah
itungkan atau tidak jumlah pulau yang ada di ketiga

‘ten tersebut, yang jelas dana alokasi umum yang

1anva sangatlah minim.
1bupaten Kepulauan Riau dalam rancangan APBN

hanya mendapt dana alokasi umum sebesr Rp.

)04 juta. Berarti hanya sebesar Rp. 1.180.904 juta

1annya dari dana alokasi umum minimum (Rp. 2
rang seharusnya diterima oleh sebuah kabupaten.

aten Karimun memperoleh jatah sebesar Rp.
'00 juta, sehingga tambahannya dari dana minimum
scbesar Rp. 378.900 juta. Untuk kabupaten Natuna,

va adalah sebesar Rp. 2.923, 981 juta, yang berarti
berlebih dari dana alokasi minimum sebesar Rp.
Fjuta,
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Jengan rancunya hasil perhitungan itu, seharusnya
mbulkan pertanyaan mendasar bagi pihak Pemda Riau
Pemda kabupaten di seluruh Riau? Dana yang
narkan atas kondisi geografis pendekatan perhitungan
¢ digunakan Bappenas untuk setiap pulau yang
1ghum adalah sebesar Rp. 8.800 ribu. Model ini, akan

\2di aneh apabila Riau yang bertebaran pulau-pulaunya
:-'w?. spat dana yang demikian kecil. Belum lagi, jika dilthat
daan daerah Riau yang sangat memerlukan perhatian
nbangunan infrastruktur dan pengembangan SDM-nya.

Aengacu pada Undang-Undang No. 25 Tahun 1999,
w2l hasil perhitungan yang dikeluarkan Bappenas
‘cbut, tampak makin rancu lagi. Dalam ancangan APBN
'0, penerimaan Migas diperkirakan mencapai Rp.
419,0 miliar dan Pajak Penghasila Migas sebesar Rp.
29,6 miliar.

Sccara keseluruhan, dari dua komponen itu saja,
ilahnya mencapai Rp.39.148,6 miliar. Bila diasumsikan
iFminyak itu berasal dari Riau sebesar 60 persen, maka
12 vang seharusnya dikucurkan ke Riau dari sektor Migas
1 sudah mencapai 15% x 60% x Rp39.148,6 miliar =

3.523,374 miliar.

Dari perhitungan itu saja, jadi dana pembangunan
4ar Rp. 821 miliar (DAU + DAK) hanyalah sebesar
30 persen dari dana pengembalian hasil Migas yang
rusnya diterima Riau. Seandainya penerimaan lain yang
masuk ke dalam dana alokasi umum dan dana alokasi
us yang scharusnya diterima Riau berdasarkan UU No.
ahun 1999, maka pre sentasenya akan semakin kecil.
1zat disayangkan sekali ketika otonomisasi didengungkan
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merintah pusat berkoar-koar akan melaksanakannya
dan April 2000, justru APBN 2000 telah melecehkan

i1 otonomi terhadap provinsi Riau.
nicermati adanya kenaikan penerimaan minyak dalam
2000 akibat meningkatnya harga, masyarakat Riau
m -..:nyatukan kembali langkah bersama untuk
5 angkan tambahan rezeki itu agar menetes ke Riau.

1arga minyak dari 18 dolar AS men;adl 20 dolar AS
scbesar Rp. 2,4 triliun. Dengan mamakai asumsi
tinyak Riau menyumbang 60%, maka layak kiranya
¢ndesak pemerintah pusat untuk mengalokasikannya
u sebesar 15% x 60% x Rp. 2,4 triliun = Rp. 216

ima tersebut dapat dipergunakan untuk perbaikan
tuktur jalan dan jembatan yang ada di Riau dengan
<atan pembangunan padat karya. Pembangunan
ruktur ini, harus diarahkan ke pedesaan, schingga
leh dua manfaat sekaligus. Yakni terbukanya isolasi
i adanya lapangan pekerjaan tambahan bagi pemuda
ing sebelumnya menganggur. Perbaikan jalan desa
"i:'z*:‘-:.bawa dampak bagi tergalinya potensi desa untuk
1bangan ekonomi masyarakat.
(Mintara itu, setiap pemcrmtah kabupaten harus
dini membuat profil masing-masing wilayah
atannya sampai tingkat desa. Data ini sangat
1kan bagi penyusunan perencanaan pembangunan
1 pendekatan perwilayahan. Profil tersebut tidak
»erisi ketersediaan SDA, tetapi juga berbagai kondisi

akat yang ada di sekitarnya ***
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i5-GT dan RIAU:
buah Perkawinan tak Seimbang

RBICARA tentang arus globalisasi, memang

nibutuhkan kajian dari berbagai aspek. Dalam kerangka
nomi era globalisasi, yang diimplementasikan melalui
hapai kerjasama regional maupun internasional (IMS-
,AFTA, APEC, dll), sebenarnya berawal dari keinginan
sra-negara industri baru dan berkembang untuk mele-
kan diri dari cengkraman proteksionisme negara-negara
u Firopa dan Amerika.

Hanyak sekali permainan politik yang diterapkan negara-
ara maju untuk menghambat perkembangan negara-
#% industri baru dan negara berkembang itu sendiri.
1embuskannya isu HAM dan pengetatan melalui berbagai
war-standar kualitas merupakan cara-cara yang sangat
cimatis dan strategis oleh negara-negara maju di Eropa
1k menghambat dinamika negara berkembang.

#1al ini dapat terlaksana karena mereka sangat
mahami bahwa penanganan masalah-masalah tersebut di



scdang berkembang (terutama Indonesia) masih
lemah.

da tahap selanjutnya dengan keberhasilan
catuk kerjasama ekonomi sebagi konsekwensi era
sasi, negara sedang berkembang dihadapkan pada
yang justru semakin pelik. Mereka harus memacu
:ma teknologi dan standar kualitas yang menyamai
ri-industri negara maju. Keadaan ini menuntut
daan ski/l dan tingkat kewirausahaan yang tinggi dan
ng paling unik, yakni sumberdaya manusia (SDM).
4 plobalisasi menjadi “pedang bermata dua” yang siap
Izkas negara-negara yang sedang berkembang. Pada
3181 hasil-hasil produksi mereka tetap saja sulit
suki pasaran eksport akibat keterbatasan kualitas
standar internasional, dan di lain sisi mereka harus
acapkan pengusaha mereka, yang sangat tidak efisien
ovatif, dengan pengusaha-pengusaha dari industri
4lam pasar domestik.
tu-satunya jalan adalah dengan mengadakan aliansi
ma yang saling mneguntungkan. Celakanya, untuk
crjasama senantiasa dihadapkan pada suatu negoisasi
1 mengemukakan kelebihan dan kekurangannya
-masing. Sebagai contoh adalah pada saat Kadin

\enyampaikan proposal kerjasama dalam rangka IMS-

berapa waktu lalu di Pekanbaru.

tbagai keunggulan yang dapat ditonjolkan Riau
icrsedianya sumberdaya alam (SDM) yang cukup
‘ikclola. Tentu saja dalam hal manajemen usaha, sk:/j
cknologi dan birokrasi mereka masih sangat lemah.

alau diibaratkan Riau sebagai seorang gadis, maka
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1 aclalah seoran gadis yang mulus dan montok, sehingga
cat mengundang selera. Tetapi sayang, ia seorang yang
11 bodoh, kurang mampu memanfaatkan potensi dirinya
1-masih dibalut oleh tatakrama yang sangat
1zungkung,

Celakanya lagi, ia tidak punya uang untuk membiayai
bagai keperluan untuk mengangkat derajatnya. Dapat
andingkan jika ingin disandingkan dengan lelaki gagah
kasa, pintar dan banyak uang, maka satu kata saja yang
»at diucapkan oleh gadis cantik dan harum tadi:
tsuntinglah saya asal bisa ikut denganmu dan terserah
maumu!”

Masalah mendasar apa sebenarnya yang melekat
‘noga Riau khususnya dan bahkan Indonesia pada
wmnya terperangkap pada posisi demikian? Dalam
1teks ekonomi, pada dasarnya semua itu bersumber dari
nerataan ekonomi yang tidak seimbang, baik antar
\wah, antar sektor dan yang paling keji adalah antar pelaku
nomi. Sumber penyebabnya adalah sentralisasi
‘uasaan dan lahirnya berbagai peraturan yang tidak
mihak pada rakyat banyak dan bahkan bertentangan
1oan nafas UUD 1945.

Inefisiensi yang muncul dari perilaku para pemburu
(2 yang mendapat fasilitas pemerintah (berkat
iribusinya pada pemilu dan pemilihan kepala-kepala
rah) menyebabkan terkendalanya pengembangan mutu
1 kewirausahaan masyarakat secara massal dan alami
suai dengan mekanisme ekonomi yang sesungguhnya).
Masalah lain yang perlu pemikiran yang mendalam
lah rekayasa sosial masyarakat. Selama ini jarang sekali
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provinsi Riau bagaimana masyarakat dapat diarahkan
1pan sosial masyarakatnya, agar tetap bertahan pada
i-norma dan landasan Pancasila, meskipun mereka
1-tari era ketertutupan ke arah era globalisasi yang
 keterbukaan, transformasi yang sangat deras dan
»zt2n teknologi yang pesat.
stru yang mampu memanfaatkan kondisi transisi
rakat tersebut adalah pemburu rente yang telah
nati akumulasi modal yang demikian lamanya.
“rbekal kemampuan akses ke berbagai lini birokrasi
2 mengalihkan ke arah transisi masyarakat tadi ke
si konsumtif dan terperangkap pada sistem yang
ketergantungan. Baik ketergantungan pada aparat
451, yang didukung oleh sistem peradilan yang “aneh,”
18 ketergantungan ekonomi (dalam hal pemenuhan
1bannya) pada pemburu rente.
\Ghalisasi merupakan peluang, jika memang kita bisa
w dengan orang yang terlibat dalam percaturan.
1zan yang dihadapi dengan sendirinya juga terbentang
stru permukaannya lebih luas dari peluang tersebut.
melewati peluang dan rintangan yang diperlukan
«emampuan memanfaatkan kekuatan dan kemauan
itasi kendala yang masih melekat.
¢ara umum langkah yang dapat ditempuh oleh Indo-
dalah menindaklanjuti dan menyempurnakan kembali
deregulasi 23 Mei 1995 ke arah yang lebih konkrit.
i pokoknya adalah memangkas pengaturan tata niaga
a1 komoditas strategis yang melahirkan undang-
& anti monopoli.
dah saatnyalah kita membuka diri untuk kita sendiri
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-} membuka diri terhadap bangsa lain. Sebagai proses
nbelajaran bagi provinsi Riau khususnya dalam
nghadapi IMS-GT dan APEC sangat dibutuhkan suatu
cranian pemerintah daerah untuk secara nyata dan tegas
1gkaitkan keberadaan usaha kecil dan menengah (UKM)
iacrahnya dengan berbagai proyek pembangunan yang
skala besar baik oleh pemerintah maupun swasta.

Lntuk itu diperlukan adanya pemantapan strategis glo-
pcrbangunan dengan mengembangkan strategic business
- (lini birokrasinya) ke arah yang lebih efisien dan
duktif. Sangat disayangkan kiranya, jika masih banyak
inean dinas instansi, yang terkait langsung dengan
\zembangan kewirausahaan masyarakat, jangankan untuk
mnhami apa itu IMS-GT mengenalnya saja pun belum.

Eipaya lainnya adalah menyusun suatu strategi
1sformasi masyarakat dari kondisi yang serba terisolasi
azah kondisi keterbukaan dan globalisasi. Untuk itu
¢rlukan adanya rekayasa sosial yang valid dan
nprehensif dari segala aspek kehidupan masyarakat Riau
o multi ras dan multi purpose.

[Dalam hal ini, peran aliansi antara Pemda dan Perguruan
el (PT) sangat menentukan. Mungkin Riau dapat
ncontoh bagaimana provinsi Daerah Istimewa Aceh
tioembangkan kebijakan pembangunan di daerahnya
1gan membentuk tim ahli yang solid di samping
ernurnya.

Sclanjutnya, implementasi program pengembangan
‘M harus digalakkan dan diperluas meskipun
mbutuhkan investasi yang relatif besar. Khusus untuk
mbina SDM di kalangan pengusaha kecil sekaligus



-skalasi skala usahanya, sudah saatnyalah di tiap daerah
¢ 11 (kabupaten) dikembangkan melalui suatu lembaga
hscbut dengan Bisnis Inkubator sesuai dengan pan-
vang telah dikeluarkan oleh Direktorat Jendral
naan Usaha Kecil dan Departemen Koperasi dan
i inaan Usaha Kecil.
1ata studi kelayakan intensif yang menyangkut
-t Bisnis Inkubator di setiap daerah tingkat II dengan
doman pada stratifikasi produk unggul yang dimiliki
£ k diperlukan ***
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isis dan Keterpurukan
vestasi Riau

#®AK roda perekonomian suatu negara ditopang oleh
variabel utama, yakni konsumsi, investasi dan ekspor.
¢a variabel ini pada dasarnya juga saling mempengaruhi
¢ama lain. Kenaikan investasi akan membuka lapangan
“rjaan dan memberi kesempatan masyarakat untuk
1peroleh pendapatan. Selanjutnya, mereka membelan-
n pendapatan itu untuk memenuhi kebutuhannya.
1sumsi akan naik sejalan dengan naiknya pendapatan
yarakat.

Berbeda halnya dengan konsumsi. Ekonomi hanya
pang oleh variabel industri akan rentan dan memiliki
rbatasan untuk berputar secara positif. Masyarakat akan
niliki keterbatasan melakukan konsumsi sesuai
iampuan pendapatan mereka. Kenaikan inflasi
wcbabkan daya beli mengalami penurunan.
umbuhan ekonomi yang didorong konsumsi dengan
lirinya mengalami kemandekan sebatas kemampuan atau



¢li masyarakat. Krisis ekonomi yang terjadi selama
ctiyebabkan investasi menjadi turun dan ekonomi
‘a1 hanya ditopang oleh konsumsi masyarakat.
-Hiau, keterpurukan investasi akibat krisis sesuai data
likeluarkan BPS, sangat jelas sekali. Penanaman modal
«negeri (PMDN) meskipun mengalami kenaikan,
rtitu terjadi hanya adanya peningkatan investasi pada
- Bisnis tertentu. Sedangkan di sektor lain umumnya
alami penurunan. Pada tahun 1995 (sebelum krisis)
"MDN di Riau Rp. 4.669.466,24 juta dan tahun 1998
by krisis) naik menjadi Rp. 4.991.737,03 juta atau 6,9
¢naikan itu terjadi akibat adanya peningkatan investasi
‘40z industri kertas yang mencapai 110,75 persen,
nbangan 26,36 persen, dan perhotelan 22,43 persen.
igkan sektor-sektor yang berkaitan erat dengan
upan masyarakat mengalami penurunan seperti
‘i1 makanan yang mengalami penurunan mencapai
persen, perkebunan anjlok menjadi 90,23 persen dan
11 lainnya turun sebesar 12,71 persen.

aik sebelum maupun sesudah krisis kontribusi
asi terbesar di Riau adalah pada sektor bisnis industri
- Pada tahun 1995 sharing industri kertas terhadap to-
‘estasi PMDN Riau adalah 38,44 persen, diikuti
bunan sebesar 23,57 persen, dan kehutanan 8,74
1 serta industri kayu 6,25 persen. Jika diperhatikan
1vestasi tersebut di Riau ternyata lebih terfokus pada
1 i sektor kehutanan. Pada dasarnya tidak banyak
rakat yang mampu menikmati bisnis ini kecuali kon-
rat dan BUMN yang memperoleh hak-hak khusus dari
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crintah. Sedangkan setelah krisis, tahun 1998, kontribusi
'5i11 ini makin dominan. Industri kertas mencapai 75,79
n dan industri kayu sebesar 5,16 persen. Sedangkan
cbunan sebesar 2,15 persen, industri makanan 5,64
ch.

i<cadaan sama juga tejadi dengan penanaman modal
(PMA). Kontribusi terbesar PMA sebelum krisis
24 pada sektor industri kertas yang mencapai 87,41
en atau 1971,42 dolar AS. Hanya saja setelah krisis
nomi terjadi investasi sektor ini terkoreksi mencapai
‘% persen sehingga tahun 1998 investasinya hanya
sar 182,68 juta dolar AS. Kontribusinya pada total
smasi PMA Riau tinggal 13,25 persen. Kontribusi
¢sar terdapat pada industri jasa lainnya yang mencapai
Spersen.

enyataan ini menjadi menarik untuk disimak
1gingat pergeseran ke industri jasa biasanya
eerminkan adanya perbaikan struktur ekonomi yang
iifat subsistem ke arah sektor modern. Keadaan di Riau
unva tidak seperti itu. Setelah krisis ekonomi terjadi,
A di Riau terkoreksi mencapai 38,86 persen. Pada tahun
5 total PMA adalah 2,255.41 juta dolar AS. Sedangkan
n 1998 hanya tinggal 1,379, 02 juta doalr AS. Artinya
scyeran struktur ekonomi Riau dari sudut investasi PMA
i karena menyusutnya investasi pada sektor primer
h besar dari sektor sekunder dan tertier. Sektor
:cbunan kontribusi PMA pada tahun 1998 sebesar 5,35
‘en dan ini mengalami peningkatan sebesar 35,41 persen.
C;ambaran data menunjukkan arahan pengembangan
:stasi di Riau belum memiliki kait-kelindan yang jelas
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111 pengembangan ekonomi rakyat sebagaimana
v1atkan dalam pembangunan Riau yang dicanangkan
nur. Bila investasi PMDN hanya terfokus pada industri
modal dan tidak dekat dengan pengembangan mata
liarian masyarakat banyak maka kemungkinan untuk
wekatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat semakin
1danya.
-lain itu agresivitas PMA untuk merambah peluang
scktor ketiga harus diantisipasi melalui penerapan
cterkaitan yang tegas. Artinya investor asing yang akan
¢sbangkan usahanya di Riau harus mencari partner
saha Riau sebagai upaya pemberdayaan dan perluasan
ipatan berusaha. Bila tidak demikian maka yang akan
ut adalah saving gap. Ini akan sangat merugikan Riau
15 sisi, yakni berkembangnya pengusaha tempatan
' sisi lain adalah terhentinya akumulasi investasi pada
afn 1ni,
Selanjutanya dalam penyampaian Laporan
1zpungjawaban Gubernur di depan DPRD Riau telah
ukkan pula gambaran persetujuan investasi PMA dan
N di Riau pada tahun1999. Penanaman modal dalam
| yang telah mendapat persetujuan adalah 26 proyek
n nilai Rp. 9,94 triliun. Keadaan ini mengalami penin-
{lika dibandingkan dengan tahun 1998 mencapai
persen. Sedangkan PMA yang mendpat persetujuan
ahun 1999 ini mencapai 83 proyek dengan nilai 4,41
atau naik secara fantastis sebesar 269,09 persen.
‘eskipun tidak diperoleh gambaran sektor apa saja yang
apat limpahan persetujuan investasi tersebut, namun
:enaikan fantastis itu sudah dapat dipertanyakan
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1ks1 yang tidak menjamin dan ketimpangan ekonomi

lzclompok masyarakat yang sangat tinggi, sehingga
51 terjadi pertumbuhan tetapi di sisi lain justru terjadi
1i32pan atau proses kemiskinan ***
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itatan Kecil untuk Kadinda
au (1)
encermati “Deklarasi Bali”)

SENJANGAN ekonomi dalam kehidupan masyarakat
nesia dewasa ini semakin menjadi topik yang hangat
\lias para ahli. Keadaan tersebut timbul karena akibat
1zkin lebarnya jurang kehidupan sosial ekonomi
yarakat yang mulai menunjukkan sampainya pada muara
2 <lapat mengakibatkan terganggunya stabilitas nasional.
.~.r.s..'=.kpuasan sebagian besar masyarakat sebagai akibat
pembangunan yang terlalu menekankan pertumbuhan
at menjadi pemicu yang menimbulkan kerawanan
idupan berbangsa yang harmonis, sejahtera lahir batin
4gpimana diamanatkan Pancasila dan UUD 1945.
Fcalita kehidupan ekonomi masyarakat dihadapkan
l4 kondisi dunia usaha yang sudah terlampau
ropolistik. Pengusaha kelas “kakap” telah merambah
menguasai semua sektor usaha, sehingga lapangan usaha
¢ tersisa bagi sebagian besar pengusaha kecil sangat
pit. Liem Sioe Liong sendiri sebagai salah seorang In-



sia, sampai tidak lagi mengetahui sudah berapa banyak
sahaan yang dimilikinya, di bawah naungan Salim
'p. Berbagai sumber menyatakan jumlahnya mencapai
perusahaan, dan setiap bulannya diperkirakan
mibah 10 perusahaan.

.22t kesenjangan sosial, dapat akibat pemusatan
1tan ekonomi pada kelompok tertentu, yang secara
ivan berpadanan pula dengan masih lemahnya
stian hukum dan semakin dekatnya memasuki era
iingan menuju pasar bebas, sangat dibutuhkan
1ganan yang serius dan seksama dari berbagai pihak.
Iganannnya harus benar-benar konkrit dan terpadu.
o sckedar /ps service atau slogan-slogan politik yang
tampak jelas dalam prakteknya.

arasi Bali

lenanggapi kesenjangan sosial ekonomi masyarakat
saini para pengusaha kondang Indonesia melahirkan
deklarasi yang cukup menarik. Ada kiranya hal-hal
perlu dicermati dari deklarasi yang lahir setelah para
lomerat tersebut mengikuti sarasehan P4. Secara
ansi sebenarnya ketujuh poin isi deklarasi tersebut
1lah sesuatu yang baru jika ditinjau dari aspek upaya
eiclayaan usaha kecil dan menengah di Indonesia
i pengusaha unggul yang tangguh.

utir pertama sampai dengan butir ketujuh yang
‘ktub dalam Deklarasi Bali tersebut tidak lebih dari
iiangan makna dari isi GBHN dan Repelita IV. Hanya
:sinya saja yang berbeda. Namun itu mungkin
ssudkan sebagai pengejawantahan dari makna GBHN
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Fiepelita tersebut. Pertanyaannya adalah dalam bentuk

dan kerangka kerja yang bagaimana sebagai
lementasinya? Artinya, tanpa deklarasi seperti itupun
. konglomerat (dan seluruh rakyat Indonesia) sudah
1iibkan melandaskan seluruh kegiatan dan tingkah laku

chita IV tersebut. Tinggal lagi pelaksanaannya diserahkan
2da masing-masing individu dan kelompok masyarakat.
“fiva yang pasti sudah diputuskan oleh wakil-wakil rakyat
[PR.

Jadi, jika saja konglomerat tersebut menyepakati
lali apa yang telah digariskan oleh GBHN dan Repelita
mungkin saja mereka ingin mendapat legitimasi baru
i ‘berbagai pihak, khususnya pemerintah, bahwa
amarnya mereka sangat consern terhadap cita-cita dan
‘1zngan bangsa dan negara, meskipun pada prakteknya
ka di lapangan mereka berada pada kutub yang sangat
qtingkan oleh proses pembangunan yang dilaksanakan
fidonesia selama ini. Dengan demikian, manfaatnya
1aclap pengembangan usaha kecil dan menengah belum
at dirasakan sama sekali.

Bagaimanapun terdapat dua butir dari isi deklarasi
scbut yang langsung menyentuh pada aspek
wherdayaan usaha kecil dan menengah. Kedua butir
scbut adalah butir keenam (menekankan pada pola
nitraan usaha dan mengerem laju pemburu rente) dan
¥ ketujuh (meningkatkan pada akses usaha kecil dan
nengah, baik terhadap modal, kualitas SDM dan
wmasi). Lazimnya sebuah deklarasi, memang tidak
lentuk program tindakan, karena suatu deklarasi hanya



andung arti bahwa secara bersama orang-orang yang
ot i dalamnya menyepakati sesuatu hal yang harus
anakan dan dipertang gungjawabkan secara bersama.
«arenanya, jika butir keenam dan butir ketujuh memang
laklanjuti dengan program yang nyata dan konkrit
implikasinya jelas akan memberikan manfaat yang

arangnya dalam deklarasi tersebut juga terdapat satu
vakni butir kelima yang tidak saja dapat ditinjau
a1 unjuk kekuatan, tetapi kalau boleh dikatakan sedikit
wiangi eksistensi kelembagaan Kadin. Terlalu kasar
1ng jika menganggap substansi dari butir kelima
rasi tersebut sebagai “pelecehan” terhadap Kadin.
akan sebagai kekuatan karena pada dasarnya butir
1 tersebut seakan memaksa pemerintah melakukan
» rutin dengan para pengusaha. Di sini seolah-olah
#ini tidak terjadi adanya koordinasi dan sinkronisasi
4 kepentingan pemerintah dalam melaksanakan
2ngunan dan kepentingan pengusaha sebagai pelaku
»mi yang memiliki peranan atau porsi yang makin
clalam menopang laju pertumbuhan pembangunan.
[amparan” terhadap Kadin terlihat dari fungsi forum
ngin dibentuk dalam butir kelima deklarasi tersebut.
#4572 sangat dalam karena fungsi forum tersebut tidak
membahas forum yang dihadapi, tetapi juga
muskan langkah antisipasi dalam menentukan
akan ekonomi yang lebih realistis dan bisa
anggungjawabkan bagi kepentingan dunia usaha serta
b rakyat Indonesia. Pada prinsipnya, itulah yang
150va menjadi misi Kadin, yakni menjadi jembatan dan
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nberikan kontribusi untuk menentukan kebijakan yang
nbil pemerintah dalam bentuk pemikiran yang
STY d{t]f.

Jadi, sangat aneh kiranya jika dalam butir kelima
-but tidak disinggung sedikitpun peranan Kadin sebagai
lia yang akan mengakomodir para pengusaha dan
nbentuk program dialog tersebut. Bila dicermati lebih
1dalam lagi, butir kelima, Deklarasi Bali seakan
itmbulkan suatu pertanyaan yang cukup menyengat:
akah DPR, Presiden melalui kabinet VI dan seluruh
‘an birokrasi pemerintah selama ini memang tidak
14511 atau mampu merumuskan dan mengambil langkah-
kah antisipasi dalam menentukan kebijakan ekonomi
7 icbih realistis dan bisa dipertanggungjawabkan bagi
ariungan dunia usaha dan seluruh rakyat Indonesia?”
[Intuk menjawab berbagai fenomena yang lahir dari
\6rkannya Deklasrasi Bali seperti yang diuraikan di atas
sat tergantung dari antisipasi dan langkah-langkah
sagal pihak dalam menindaklanjutinya, tidak saja oleh
1 konglomerat yang menandatanganinya, tetapi juga
1 pemerintah, dan terutama sekali Kadin sebagai wadah
g diharapkan mampu menjembatani berbagai
cntingan para pelaku ekonomi di Indonesia menuju pada
lzur ekonomi yang adil dan saling menguntungkan.***



tatan Kecil untuk

dinda Riau (2)
exmin pada “Kesepakatan Adelaide”)

erensi Adelaide

JBAYA pemberdayaan pengusaha kecil ternyata tidak
- menjadi kerja besar bangsa Indonesia. Tantangan yang
cihadapi dengan berlakunya persetujuan APEC
aksa negara-negara Asia-Pasifik untuk semakin
1satkan perhatian guna memberdayakan pengusaha
1va. Konferensi para menteri negara-negara Asia-
« yang tergabung dalam APEC dengan melibatkan
cngusaha kecil, pada tanggal 12-15 September 1995
claide, Australia, berhasil menyepakati beberapa hal
wyang sangat berkait dengan upaya dan langkah-
i yang perlu diambil untuk menolong pengusaha kecil
ju cra globalisasi.

-lama ini pengusaha kecil sering kalah bersaing di pasar
, karena persoalan modal dan rendahnya kualitas SDM.
nal peranannya selama ini cukup besar dalam
gangan internasional. Indonesia sendiri terdiri dari 70
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¢n ekspor komoditi non-migas 40 persen diantaranya
sillkan oleh pengusaha kecil, meskipun nilai tambahnya
< sepenuhnya dinikmati pengusaha kecil tersebut.
'5u yang dikembangkan pada Konferensi Adelaide ini
'wangkut; pembentukan “bapak angkat” dan penyatuan
untuk menangani masalah pemasaran, pelatihan dan
sembangan produk pengusaha kecil. Disamping itu,
komendasikan pula pemanfaatan sarana internet yang
»iava murah (meskipun tidak banyak pengusaha yang
2t menggunakannya, terutama di Indonesia).
ila hasil Konferensi Adelaide, yang akan diusulkan
m pertemuan tingkat tinggi APEC di Jepang nantinya
at diterima dan diimplementasikan menjadi program
' konkret, maka suatu peluang dan tantangan yang besar
1“‘menganga” lebar dihadapan pengusaha kecil. Bagi
Gnesia, program bapak angkat sudah lama
apkan. Tinggal lagi bagaimana menyempurnakan- nya
rentuk mekanisme kerja yang saling menguntungkan
;‘-.knya” dari pada “anak asuhnya.”
Menyangkut penyatuan dana untuk kepentingan
anganan masalah pemasaran, pemodalan dan
gembangan kualitas SDM juga sudah diaransir di Indo-
4. Melalui pemanfaatan dana BUMN, Indonesia telah
1coba menerapkan bagimana mengakomodasi-kan
1ber-sumber dana yang dapat diarahkan pada
1berdayaan usaha kecil tersebut.
Pelaksanaannya dan sistem penanganannya memang
ih dapat dikatakan sangat sembraut dan parsial pro-
1. Jika hal tersebut disempurnakan lagi, maka hasilnya
- akan sangat membantu usaha kecil, dan dapat secara



racngantisipasi hasil Konferensi Adelaide. Di provinsi
nisalnya, akibat pengetahuan para pengusaha tentang
a2 memperoleh dana tersebut sangat minim, dan
451 dalam pemanfaatannyapun sangat berbelit-belit,
dana BUMN yang mencapai Rp. 5,7 miliar baru dapat
srkan lebth kurang 10 persen. Bila pengusaha kecil
‘kan dibina itu di desa Terkulai Kabupaten Indragiri
c#n untuk memperoleh bantuan dana BUMN harus
nta rekomendasi dari Jakarta melalui direksi BUMN,

scbelum dana bantuan disetujui saja, pengusaha
¢ sudah keburu tergilas oleh dinamika bisnis yang
{11z kurang memihak kepadanya.

entum untuk Kadinda Riau
cBerapa hari lalu Kadinda Riau baru saja melaksanakan
kerja. Apa hasil yang diperoleh dari rapat kerja
it jelas banyak pihak yang belum mengetahuinya, baik
Jchgusaha yang punya kepentingan besar dengan
(£ tersebut maupun pihak-pihak lain yang ingin
at secara bersama memikirkan pemberdayaan
saha Riau, khususnya pengusaha kecil dan menengah
l). Berpegang pada prinsip praduga tak bersalah,
1-jangan Rakerda itu sendiri juga tidak memahami apa
ang telah dicetuskan bila kehadirannya dalam Rakerda
schagai peserta yang 4D (duduk, diam, dengar, dan

al yang lebih banyak terseruak di media massa
naan dengan Kadinda Riau akhir-akhir ini mengarah
‘pentingan orang per orang, Bahkan sempat muncul
ppat-pendapat tentang lemahnya eksistensi manusia-
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\usia yang ada dalam kepengurusan Kadinda Riau
rang. Sampai secara rutin membayar iuran, tapi tidak
aperoleh apa-apa dari lembaga tersebut. Jika dinilai
ra sederhana, ocehan para pengusaha tersebut tidak
v dari omelan ‘seorang anak kecil yang minta jajan pada
eknya.’

Sempena dengan dilaksanakannya Deklarasi Bali dan
1ferensi Adelaide, sambil menunggu hasil-hasilnya di

noan, maka sudah sewajarnya para pengusaha Riau
ai berfikir untuk mengantisipasinya menjadi tugas
linda Riau untuk mengakomodir pemikiran-pemikiran

-Hut dan mengimplementasikannya ke dalam program-
ram kerja yang berkualitas dan kompetitif. Momen-

vang ada tersebut harus dijadikan landasan berpijak,
ri¢lkum dengan kondisi struktur ekonomi dan dinamika

15 vang terjadi saat ini, dalam menyusun strategi di masa
1darang,

Arla dua peluang yang kiranya dapat dijadikan “sasaran
bak” program Kadinda Riau berkenaan dengan lahirnya
Jarasi Bali dan Konferensi Adelaide. Pertama, terbukanya
s untuk mendapatkan dana bagi pengusaha guna
cembangan SDM, teknologi dan pemodalan, baik dari
m (Deklarasi Bali) maupun luar negeri (Konferensi
Jtaide) yang mungkin saja diimplementasikan dengan
‘i yang lebih sederhana dan mudah.

Kedwa, peluang untuk mengembangkan kemitraan usaha
¢ makin luas dan saling menguntungkan. Melalui
1bentukan jaringan usaha yang terpadu dapat diharapkan
nva kegiatan usaha yang saling berkait dengan prinsip-
151p yang adil dan bertanggung jawab.



antangan bagi Kadinda Riau, tentunya tidak kecil pula.
tutir ke 7 (tujuh) Deklarasi Bali dituliskan satu kalimat
verbunyi: “....barus dibindari pemanjaan nsaba kecil yang
Lisa melemabkan semangat kewiransahaan mereka”.
‘ataan ini kiranya menjadi tugas besar Kadinda Riau
nampu mengangkat kualitas pelaku-pelaku ekonomi
“antangan lain adalah menentukan cara-cara dan
1, serta mekanisme menangkap peluang tersebut
«1mengkonsolidasikan seluruh kekuatan yang dimiliki
rengusaha-pengusaha yang ada di provinsi ini. Upaya
riengerem pemburu-pemburu rente yang datang dari
¢ngan kemampuan /bbby dan power yang tinggi, perlu
# dicarikan jalan keluarnya. Termasuk pula untuk
serbaiki struktur pasar yang makin memonopolistik
iempertanyakan “koperasi-koperasi tameng,” yang
rung menguasai jaringan distribusi produk-produk
saha-usaha jasa tertentu.

1pulan

“rkembangan usaha nasional dewasa ini sudah makin
polistik sebagai akibat pembangunan ekonomi yang
' menekankan pertumbuhan. Pengusaha kelas kakap
1asai hampir semua sektor usaha. Kondisi demikian
#ndi di provinsi Riau. Bila tidak ditangani serius, baik
e@merintah maupun segenap masyarakat Indonesia,
<escnjangan sosial ekonomi yang terjadi akan semakin
“an diperkirakan dapat mengancam stabilitas nasional.
paya untuk menanganinya adalah dengan
1buhkan dan memperkokoh pengusaha menengah
1 oul, sehingga perekonomian nasional tidak rentan
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adap gejolak dan dinamika era perdagangan bebas.
1fiva adalah melalui komitmen dan tindakan yang
sisten dari pemerintah untuk memperbaiki kondisi
ckonomian dengan menghapus praktik-praktik
1opoli, oligopoli dan kartel, serta pengaturan tata niaga
s tidak memihak pada perbaikan ekonomi rakyat.
[Deklarasi Bali dapat saja dinilai sebagai suatu kesadaran
1dari para konglomerat untuk menciptakan pemerataan
nomi. Peluang itu harus dimanfaatkan sebaik-baiknya,
tama melalui eksistensi Kadin yang kokoh dan antisipasi
acap dinamika bisnis di masa mendatang,

Sementara Kesepakatan Adelaide jika dapat disetujui
m pertemuan tingkat tinggi APEC di Jepang merupakan
0 emas untuk mengembangkan kemitraan usaha yang
1z menguntungkan secara internasional, termasuk akses
adap dana yang lebih luas untuk pengembangan modal,
16logi dan perbaikan kualitas SDM.

Aspek-aspek tersebut di atas harus lebih dicermati oleh
linda Riau menghadapi Musda mendatang. Rumusan
tegl yang tepat dan implementasi programnya harus
1garah pada upaya menangkap peluang-peluang tersebut
mengkonsolidasikan seluruh kekuatan pengusaha Riau
1k meng-antisipasinya. Jadi, bukan hanya memper-
“Lirkan siapa yang duduk dan akan duduk di kepen-
usan, apalagi menjadi balita yang biasanya cuma
rengek”. e+



nifikansi Embargo
onomi Riau

'CANA memberikan reaksi atas pernyataan presiden
Jur melalui blokade hasil bumi Riau merupakan em-
ckonomi rakyat Riau terhadap pusat. Ditinjau dari
s¢jarah, alasan kuat untuk dilaksanakannya embargo
111 adalah makna kemerdekaan Indonesia bagi rakyat
S¢iak proklamasi kemerdekaan, beberapa kerajaan di
nengakui kedaulatan pemerintah pusat NKRI (Negara
uan Republik Indonesia). Dan, secara bersamaan pula,
| telah terjadi “penjarahan” maupun eksploitasi yang
ihan terhadap sumber-sumber ekonomi wilayah ini
atiameng “pemerataan pembangunan’ dan “untuk
itingan rakyat banyak”. Kondisi ini merupakan elegi
112 dan kejn, sebuah wilayah yang kaya akan SDA (kgn)
25 habis, sementara masyarakatnya hanya dijatahi
2z untuk mengisi kehidupannya.
anyak sekali kebijakan yang dipaksakan pemerintah
N IERI dan amat berseberangan dengan kepentingan
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i5¢rdayaan masyarakat di Riau. Kerusuhan yang terjadi
agoi, Pulau Bintan adalah refleksi dari kesewenang-
angan penguasa selama ini dalam mengukur arti
crdekaan dan nilai eksistensi masyarakat dalam sebuah
ah NKRI.

[Jemikian pula dengan kasus Torganda, Bagan Batu, dan
-paling dominan adalah berdiri megahnya berbagai
\wihaan minyak, kayu, pasir, dll, adalah sebagai lambang
:asaan dan penghisapan darah kehidupan rakyat Riau

pemerintah pusat NKRIL

1Dalam aspek kekinian, setelah reformasi bergulir, dalam
imata banyak orang, setelah diperoleh pemerintahan
» demokratis, ceritanya masih tidak berbeda. Harapan
»disangkutkan rakyat Riau pada pemerintahan Gus dur,
paknya hanya jadi bahan lawakan belaka. Setelah janji
uk pembagian 75 persn pembagian hasil SDA, kini hati
vat Riau diluluh-lantakkan oleh caci maki dan
dakonsistenan sikap presiden itu sendiri. Pelecehan
siden Gus Dur yang menyatakan “Riau tidak ada apa-
nya”, merupakan pola kepemimpinan dan sitem
uasaan pemerintahan yang tidak jauh berbeda dengan
yang dimainkan oleh rezim sebelumnya.

dan RAPBN 2000

Cermin konkritnya, dapat dibaca dari RAPBN 2000
g diajukan pemerintah Gus Dur terhadap DPR.
amping terlihat konservatif, RAPBN 2000 juga sangat
- akomodatif terhadap terlaksananya otonomi daerah.
164 persen porsi daerah masih diboncengi oleh pro-
11 sektoral yang “bau” sentralisasinya amat dominan.



Vajah pengurasan SDA sangat kentara pula dalam
G tersebut. Pertumbuhan ekonomi sangat ditentukan
miasuknya para investor. Kompensasi bagi para inves-
15, selain kemudahan dalam mendirikan usaha dan
¢ bisnis adalah diberinya mereka kesempatan untuk
«ciola SDA secara tidak wajar. Para pemburu rente tidak
begitu saja menanamkan uangnya, tanpa melihat
7 peluang memperoleh keuntungan dalam waktu
eriode waktu jangka pendek ini, diambil mengingat
1 politik di Indonesia ke depan belum dapat diprediksi
 baik. Konsekuensinya, bila investasi dalam mengolah
ingin kembali dengan cepat, haruslah dengan
‘thsploitasinya secara berlebihan. Kenyataan itu,
jang pula oleh besarnya beban bunga utang maupun
‘inya, baik dalam negeri maupun luar negeri.
savaran bunga utang luar negri dalam dalam RAPBN
mencapai 32,13 persen, yakni Rp. 58,989 triliun.
1zkan pembayaran bunga dalam negeri dalam rangka
itulasi adalah Rp. 42,364 triliun, sehingga total
ayaran utang secara keseluruhan akan mencapai Rp.
53 triliun atau 55,20 persen.
injaman baru sebesar Rp. 23,184 triliun hanya akan
0pi 22,88 persen beban utang, Untuk itu, selanjutnya
‘ukan penggalian sumber-sumber dalam negeri
15nya pajak. Dalam menggairahkan ekonomi, sangat
lukan masuknya investasi dari para pemodal.
finya institusi yang ada karena virus KKN yang masih
rang kuat, menyebabkan birokrasi masih bersifat
gen dan tidak elastis. Keadaan ini, merupakan

69



cimpatan bagi pemburu rente untuk melakukan
loiasi SDA dan SDM secara semena-mena. Riau dengan
ayaan SDA yang masih tersisa dan besarnya kelompok
varakat dengan kualifikasi mutu yang masih rendah, akan
1jadi sasaran empuk bagi pemburu rente untuk
\gejarnya atas nama investasi.

Venatap ke masa depan untuk mendapatkan titik cerah,
san sistem yang ada sekarang, bagi Riau sulit diperoleh.
kembangan ekonomi secara alamiah, justru akan
\dapi tantangan besar. Anjloknya harga TBS sebesar 21
scn menjadi hanya Rp. 300 merupakan masalah besar
| perekonomian Riau. Daya beli masyarakat yang
\zpantungkan ekonominya dari sektor perkebunan sawit,
1 terkoreksi tajam.

Yang perlu diperhatikan adalah, jika kondisi itu
simmbulkan kefrustasian, sementara pemerintah tidak
npumemberikan jalan pemecahannya, maka yang akan
icul adalah kerusuhan berantai. Ini dilandasi oleh sebuah
yataan mengingat jumlah masyarakat petani sawit di Riau
oat besar dengan kualifikasi pendidikan yang rendah.
1toh yang sama dapat dilihat dari apa yang dialami oleh
i1 bawang di Brebes, Jawa Tengah, yang membuang
'ang mereka di jalan raya, karena harga jual yang jauh di
rah biaya produksi.

Sementara sisi lainnya, akibat persaingan yang kian
1, harga plywood di pasar internasional mengalami
urunan tajam. Pada mulanya, harga mencapai 400 dolar
per meter kubik, kini hanya menjadi 300 dolar AS per
‘1 kubik.

U ntuk mengantisipasi masalah tersebut, para pengusaha



1y2 blokade hasil bumi Riau dalam bentuk embargo
1omi rakyat Riau terhadap pemerintah pusat NKRI,
upakan jalan terbaik. Ini dimaksudkan, agar Riau punya
cmpatan untuk memperbaiki kesejahteraan
varakatnya. Inilah kiranya yang perlu dipahami
yvarakat Riau secara baik, khususnya bagi mereka yang
oan bangganya akan mengikuti kongres. Semoga ***



O B =]

@ dlan perkayuan, tentunya harus melakukan efisiensi
produksi. Cara yan paling sering mereka tempuh
1 melakukan PHK atau pemotongan gaji para pegawai.
[ upaya ini, konflik sangat potensial untuk menguak
rfnukaan. Ini disebabkan jumlah buruh yang terkait
0 industri perkayuan di Riau cukup besar. Koreksi
1ap daya beli mereka signifikan bagi terkendalanya
1ika ekonomi di daerah ini. Upaya pemerintah untuk
‘npkatkan penerimaan pajak, khususnya PPh dalam
antisipasi pembiayaan dalam negri akan ditanggapi
. oleh para pengusaha yang sejak masa krisis telah
dfami tekanan bisnis yang cukup keras. Tidak kecil
ngkinan, untuk daerah Riau justru yang akan terjadi
1 farinya modal ke luar negri (capital fligh?), mengingat
| imvestasi memang belum kondusif sambil menghin-
¢ban pajak. Investasi yang diharapkan, memacu
»mi hanya akan jadi impian belaka.
‘arga minyak bumi yang kini melambung dan menjadi
4n pemerintah daerah, diperkirakan hanya akan
120 selama enam bulan. Meskipun ada quota dalam
minyak internasional, Indonesia tentunya akan tetap
infaatkan tenggang waktu enam bulan itu dengan
1gkatkan produksi. Artinya, eksploitasi yang terhadap
inkan meningkat dan cadangan untuk masa depan
nenipis. Riau dengan sendirinya akan sangat dirugikan
»ersoalan ini, karena minyak tidak dapat digunakan
<crmakmuran rakyat. Sementara, ketika ada wewenang
mengelolanya cadangan minyak tidak lagi ekonomis
emberdayaan rakyat Riau.
‘engacu pada berbagai persoalan yang telah diungkap,
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